
 

 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
   NOMOR  51 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai 
Negeri Sipil guna mewujudkan akuntabilitas kinerja, telah 

diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

 

b. bahwa guna pemenuhan program pemberantasan korupsi yang 
terintegrasi dengan pemberian tambahan penghasilan yang 
diterima Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya 

perubahan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); 
 

2. Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 



 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 204 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 
 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 10); 

 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15) 
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 16); 
 



 

 

 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2019 Nomor 35); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 

2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah 
menjadi sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 13, 
angka 14, angka 15 dan angka 16, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar 
gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS 

yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD. 

7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjaa dalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 



 

 

 

8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah 
terpencil. 

9. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan 

penghasilan yang diberikan kepada PNS  yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi. 

10. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang 
yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga 
Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah 

menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

12. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 
Syndrome-Corona Virus-2 atau virus corona yang dinyatakan sebagai 
pandemi oleh World Health Organization. 

13. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap 
bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan 

perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan 
diharuskan mengganti kerugian. 

14. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan 

Pejabat lain dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan 
tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya 

melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik 
secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah mendapat 

kerugian.  

15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah  daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang dituangkan 
dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang 

ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan 

oleh Pegawai selain Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggaraan Negara. 
 

 

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14 
A, yang berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14 A 

 
 

(1) PNS dihentikan pembayaran tambahan penghasilan karena tidak masuk 

kerja tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut atau tidak 
berturut-turut dalam tahun berjalan selama 46 (empat puluh enam) hari 
kerja. 

 



 

 

 

(2) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dilakukan klarifikasi terhadap PNS dan/atau Unit 

Kerja PNS yang bersangkutan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 
 

(3) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada bulan berikutnya sejak laporan hasil klarifikasi 

ditetapkan sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh Gubernur.  
 

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 

17 A dan Pasal 17 B yang berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 17A 

 
(1) Kepatuhan PNS dalam: 

a. pelaporan harta kekayaan; 

b. pelaporan gratifikasi; 

c. pemanfaatan dan/atau managemen barang milik daerah; atau 

d. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, 
 

menjadi pertimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan. 
 

 

(2) PNS yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan pada akhir 
bulan Maret tahun berjalan, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 

90 % (sembilan puluh persen), sampai dengan disampaikannya Laporan 
LHKPN/LHKASN. 

 
(3) Kepatuhan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan 

penghasilan mendasarkan rekomendasi OPD yang membidangi aspek 
kepatuhan pelaporan gratifikasi. 

 

(4) Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau managemen barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 

pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan mendasarkan  
rekomendasi OPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. 

 

(5) Kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam tuntutan perbendaharaan dan 
tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan 
mendasarkan rekomendasi Tim yang menangani Tuntutan Perben-
daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. 

 

Pasal 17 B 

 

Pertimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan mendasarkan 

Kepatuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A akan diatur lebih 
lanjut dalam Surat Edaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

 



 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

 
 

Ditetapkan di  Semarang 
pada tanggal  10 Desember 2020 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 

 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  10 Desember 2020 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 

ttd 
 

PRASETYO ARIBOWO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 51 

 


